BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 55
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendaparan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
yang mewajibkan untuk melakukan penyesuaian anggaran
pada dokumen APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi
Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 yang mengakibatkan terjadi
penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan belanja yang
bersumber dari Dana Alokasi Umum Specific Grant Bidang
Pekerjaan Umum, Dana Alokasi Fisik Bidang Jalan dan
Bidang Irigasi, serta Dana Otonomi Khusus;

c. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan
Berjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat
dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan
Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh
Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang perlu melakukan
perincian lebih lanjut terhadap belanja pada Rencana
Kegiatan dan Anggaran;

d. bahwa...
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Barat Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan 6757);

7. Peraturan...




10.

11.

12.

13.

14.

15.

- B

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara
Republik -Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Nomor 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

16. Peraturan...




16.

17.

18.

13,

20.

21.

22,
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Qanun Kabupaten Aceh Barat 4 Nomor Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun
Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor
Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor

55)
1.

diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2...




Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat
Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah
Semula Rp 1.428.113.548.112,00
Bertambah /(Berkurang) Rp__ (46.554.141.950,00)
Jumlah Pendapatan menjadi Rp 1.381.559.406.162,00

2. Belanja Daerah

Semula Rp 1.566.167.116.074,00
Bertambah /(Berkurang) Rp _ (59.143.421.819,00)
Jumlah Belanja menjadi Rp 1.507.023.694.255,00

Surplus/(Defisit) ~ Rp (125.464.288.093,00)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan
Semula Rp 138.053.567.962,00
Bertambah/(Berkurang) Rp  (12.589.279.869,00)

Penerimaan Daerah

menjadi Rp 125.464.288.093,00
b. Pengeluaran

Semula Rp 0,00

Bertambah /(Berkurang) Rp 0,00

Pengeluaran Daerah
menjadi Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Daerah Rp 125.464.288.093,00

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

. Ketentuan Lampiran [ diubah, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. Ketentuan Lampiran 1I diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. ketentuan...
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7. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIl yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 3 JUNI 2025 M
6 ZULHIJJAH 1446 H

BUPATI ACEH BARATA%-
=T
T 1

Diundangkan di Meulaboh

pada tanggal UNI 2025 M
6 ZULHIJJAH 1446 H

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025 NOMOR: 18




